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SALINAN 

 

 
BUPATI JEPARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR    19   TAHUN 2012 
 

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  

DI KABUPATEN JEPARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI JEPARA, 
 

Menimbang: a. bahwa pembangunan perekonomian Indonesia dalam 

rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur 

disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial 

dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki 

peran penting dalam menopang perekonomian daerah 

sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara 

menyeluruh, dan berkesinambungan melalui 

pengembangan iklim usaha yang kondusif, perlindungan, 

dan pengembangan usaha, sehingga mampu 

meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan 

pendapatan rakyat; 

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, 

pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap 

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat 

meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam 

menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Jepara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf  b dan huruf c, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

 

Mengingat: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 



 
 

2 
 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274); 

4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817);  

6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 

7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3889); 

8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

110, Tambahan LembaranNegara Republik Indoensia 

Nomor 4131); 

9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4297); 

10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
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12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756);  

13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor  91, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718); 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4987); 

18 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 

13); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 
 

Dan 
 

BUPATI JEPARA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL 
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DAN MENENGAH DI KABUPATEN JEPARA 
  

BAB I  

 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Jepara. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 

7. Dinas adalah satuan organisasi pemerintah daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan usaha 

Mikro, kecil dan Menengah. 

8. Usaha perorangan adalah usaha kecil yang tidak berbadan usaha. 

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah ini. 

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 

ini. 

12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional 

milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

13. Kelompok Usaha adalah suatu wadah yang merupakan kumpulan dari 

pelaku-pelaku usaha baik usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang 

melakukan usaha ekonomi dalam bentuk kelompok maupun koperasi di 

wilayah Kabupaten Jepara. 
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14. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam 

bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha 

yang tangguh dan mandiri. 

16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemrintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan 

usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi, bimbingan 

pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

17. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, atau 

tidak badan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha 

milik daerah. 

18. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan 

menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan 

perundangan-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan 

ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh 

pemihakan, kepastian, kesempatan perlindungan, dan dukungan usaha 

seluas-luasnya.  

19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, 

lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka 

mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah.  

20. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk 

memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka 

memperkuat permodalannya. 

21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung 

maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. 

22. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten 

Jepara, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

23. Orang adalah orang perseorang, kelompok orang dan/atau badan 

hukum. 

 
 
 
 


